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ABSTRAK 

Erni Sulistiawati (B111 14 096), “Doi’ Pallawa Tana Dalam 
Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan 
Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” di bawah bimbingan Aminuddin Salle 
sebagai Pembimbing I dan Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing II. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan doi‟ 
pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa 
Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan (2) Eksistensi 
keberlakuan doi‟ pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis 
di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Desa 
Saotengah Kecamatan Tellulimpoe dengan teknik pengumpulan data 
dengan dua cara, yakni teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. 
Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 
langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta 
data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan 
yaitu analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan secara deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan doi‟ pallawa 
tana dalam perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah adalah sebagai 
syarat mutlak dalam melaksanakan perkawinan yang berakibat pada tidak 
terlaksananya perkawinan ketika syarat tersebut tidak dipenuhi. 
Pemberian sejumlah doi‟ pallawa tana diberikan oleh calon mempelai laki-
laki kepada Kepala Dusun calon mempelai perempuan dengan tujuan 
menghormati Kepala Dusun selaku penguasa kampung yang nantinya 
akan memberikan keamanan selama berada di wilayah kekuasaannya 
serta memberikan arahan dalam menjalankan prosesi adat dalam 
perkawinan. (2) Doi‟ pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat 
Bugis di Desa Saotengah telah mengalami pergeseran, yakni pada 
mulanya doi‟ pallawa tana tersebut diberikan kepada Kepala Dusun, 
namun hari ini diberikan kepada Ketua RT sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa Kepala Dusun telah 
memiliki penghasilan tetap sedang Ketua RT tidak. Meskipun demikian, 
masyarakat tetap menerima dengan baik ketentuan dan keberadaan adat 
tersebut, terbukti bahwa adat ini masih dipertahankan hingga sekarang. 
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ABSTRACT 
 

Erni Sulistiawati (B111 14 096), "Doi' Pallawa Tana in the 
Implementation of Bugis Indigenous Marriage in the Village of 
Saotengah Subdistrict Tellulimpoe County Sinjai" under the 
guidance of Aminuddin Salle as Supervisor I and Sri Susyanti Nur as 
Supervisor II. 
 
This research was aimed to determine (1) The position of doi' pallawa tana 
in the implementation of Bugis traditional marriage in the village of 
Saotengah Subdistrict Tellulimpoe  County Sinjai and (2) The existence of 
the enactment of doi' pallawa tana in the implementation of traditional 
Bugis marriages in the village of Saotengah Subdistrict Tellulimpoe County 
Sinjai. 
 
This research was conducted in Sinjai District precisely in the Village of 
Saotengah District Tellulimpoe with data collection techniques in two 
ways, namely interview techniques and library research. The data used 
are primary data, namely data obtained directly from the field using 
interview techniques, as well as secondary data in the form of library 
studies. The analysis used is qualitative analysis with conclusions 
descriptively. 
 
The research indicated that (1) The position of doi' pallawa tana in Bugis 
marriage in Saotengah Village is an absolute condition in carrying out a 
marriage which results in not implementing a marriage when the 
conditions are not met. Giving a number of doi 'pallawa tana is given by 
the prospective bridegroom to the Head of the prospective bride hamlet 
with the aim of respecting the Head of the Hamlet as the village ruler who 
will later provide security while in his territory and provide direction in 
carrying out customary processions in marriage. (2) Doi' pallawa tana in 
the implementation of Bugis traditional marriage in Saotengah Village has 
undergone a shift, namely at first the doi‟ pallawa tana was given to the 
Hamlet Chief, but today it was given to the RT Head as determined by the 
Village Head on the grounds that the Chief Dusun has fixed income while 
the Chairperson of the RT does not. Nevertheless, the community 
continues to accept the provisions and existence of the adat well, it is 
evident that this custom is still maintained today. 
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Satu (S 1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  

 Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad shallallahu 
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ttabi‟in serta orang-orang shalih yang senantiasa istiqamah di jalan Ad-

Dien ini hingga akhir zaman. 

 Alhamdulillahiladzi bini‟matihi tathimmushshalihaat, karya ini tidak 

terlepas dari bantuan serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai 

pihak, baik secara moril maupun materil. Melalui tulisan ini penulis 
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menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu 

tercinta, Ibu terhebat yang tidak kenal lelah dalam bekerja untuk anak-

anak kesayangannya, selalu mendahulukan kepentingan, pendidikan dan 
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anaknya. Pun terima kasih kepada Ayah tercinta yang senantiasa 

mendukung dan mendo‟akan penulis. Sangat beruntung masih memiliki 

pintu syurga yang paling tengah  (kedua orangtua), dengannya penulis 

memiliki peluang sebesar-besarnya meraih ridho Allah dengan mudah 

disebabkan ridho keduanya. Semoga hidayah Allah senantiasa menyertai 

penulis, tetap istiqamah di jalan kebenaran dan berharap menjadi syafa‟at 

bagi keduanya di akhirat kelak insyaa Allah. 

 Terima kasih tak terhingga untuk saudara penulis, Nita, kakak 

sulung tersayang yang kadang menggantikan peran Ibu, memberikan 

kasih sayang dan selalu bersabar menghadapi tingkah laku penulis yang 

kadang kekanak-kanakan, Hasyim, kakak laki-laki satu-satunya sang 

super hiro yang selalu berjuang mencari rezki untuk adik-adiknya, dan 

Erna Sulista Dewi, S.H., saudari kembar yang selalu menjadi teman setia 

sejak kecil, teman berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan, 

serta menjadi teman seperjuangan dalam berdakwah di keluarga dan di 

kampung halaman. Juga terima kasih untuk kakak ipar, Abdul Latief, dua 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan 

keanekaragaman budayanya, bangsa dengan beribu pulau dengan 

ratusan suku bangsa terdapat di dalamnya. Dari segi etnisitas, suku 

bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak 

sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki 

adat istiadat dan hukum adat yang beranekaragam. Dalam hal ini, 

Ter Har menyatakan
1
: 

 Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia 

 manapun juga maka tampaklah deritanya dilapiskan bagian 

 bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri 

 dari kelompok-kelompok yang bertalian satu sama lain; 

 terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar 

 dan terhadap alam  kebendaan, maka mereka bertingkah 

 laku sedemikian rupa, sehingga akan mendapatkan 

 gambaran yang sejelas-jelasnya kelompok-kelompok tadi 

 dapat disebut msyarakat-masyarakat hukum 

 (rechtgumenschorppen). 

  

   Uraian diatas menggambarkan bahwa Indonesia adalah 

 aset yang tak ternilai, siapapun tertarik dengan kekayaan alamnya, 

 terpesona dengan budayanya, dan takjub dengan adat istiadatnya 

 yang diyakini dan dipelihara masyarakat secara terus menerus 

                                                             
 

1
 Titik Triwulan Tutik, 2010, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: 

Kencana, hlm. 6. 
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 hingga hari ini. Indonesia sebagai bangsa dengan kemajemukan 

 yang terpelihara inilah kemudian melahirkan pluralisme hukum. 

       Di dunia sekurang-k urangnya ada lima sistem hukum besar 

yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah 

(1) sistem Common Law yang dianut di Inggris dan bekas 

jajahannya yang kini, pada umumnya, bergabung dalam negara-

negara persemakmuran, (2) sistem Civil Law  yang berasal dari 

hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa 

ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh Pemerintah 

Kolonial Barat dahulu, (3) sistem Hukum Adat di negara-negara 

Asia dan Afrika, (4) sistem Hukum Islam yang dianut oleh orang-

orang Islam di mana pun mereka berada, baik di negara-negara 

Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama 

Islam di Afrika Utara, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia, dan (5) 

sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-

negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelitnya 

dahulu.2 

  Setiap negara memiliki sistem dan bentuk hukum yang 

berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

keadaan/kondisi yang ada di negara tersebut. Di dalam masyarakat 

dunia, tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit negara yang berkiblat 

                                                             
 

2
 Mohammad Daud Ali, 2014, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 207. 
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pada sistem hukum yang berada di wilayah Barat atau yang akrab 

disebut sistem hukum Barat.  

   Hukum Barat diadopsi oleh banyak negara tak terkecuali 

Indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum Barat. 

Akan tetapi tidak sedikit pula negara yang berkiblat pada hukum 

Islam dan menjadikan acuan sebagai tatanan hukum di negaranya. 

Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum Barat juga mengadopsi 

hukum Islam, hal ini tidak dipungkiri penduduk Indonesia yang 

mayoritas memeluk agama Islam sehingga hukum Islam ini sangat 

perlu untuk diadopsi. 

   Selain hukum Barat dan hukum Islam, Indonesia sendiri 

dalam pembuatan hukumnya banyak mengacu pada hukum adat 

yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, ketiga sistem 

hukum yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat yang 

pada dasarnya memiliki perbedaan prinsip ini diakui 

keberadaannya di tanah air kita, tidak dapat dinafikkan jika acapkali 

terjadi perbedaan prinsip di kalangan masyarakat Indonesia , hal ini 

karena mereka sama-sama mempertahankan prinsip dan idealisme 

dari sistem hukum yang mereka pedomani. 

  Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai 

berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat 

dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum 

lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 
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keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat 

Indonesia. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan 

seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah 

Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 ayat (2) 

IS 1925 (1929).3 

    Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa tidak 

heran apabila masyarakat Indonesia kental dengan tradisi adatnya 

sebab adat itu ada sejak dahulu sebelum sistem hukum Islam dan 

hukum Barat hadir di Indonesia. Hukum adat telah tertanam bahkan 

mendarah daging dalam sendi-sendi kehidupannya. Masyarakat 

Indonesia telah terwarnai dengan berbagai tradisi dan simbol yang 

memiliki arti sakral bagi mereka sehingga membuat mereka sulit 

meninggalkan tradisi-tradisi tersebut. 

  Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku yang masih 

mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Suku 

Bugis yang tergolong ke dalam suku Melayu Deutero, berasal dari 

kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan “Ugi” merujuk 

pada Raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, 

Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Mereka menjuluki 

dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La 

Sattumpugi.4 

                                                             
 

3
 Ibid., hlm.208 

 
4
  Andi Noviola, 2014, Pesan Simbolik Dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis Bone di 

Kabupaten Bone, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 1. 
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  Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan 

membentuk beberapa kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian 

mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara lontara dan 

pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik dan 

besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa dan Sawitto 

(Kabupaten Pinrang), Sidenreng dan Rappang. Suku Bugis yang 

menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat istiadat yang masih 

dipertahankan keberadaannya.5 

   Salah satu tradisi unik yang memiliki keanekaragaman di 

setiap suku bangsa Indonesia ialah tradisi dalam menjalankan 

prosesi perkawinan. Daerah Angin Mamiri misalnya, dari segi 

prosesi perkawinan ada beberapa ritual sarat akan makna yang 

perlu dijalankan kedua mempelai sebelum, saat dan sesudah 

perkawinan dilangsungkan. Masyarakat Bugis (tak terkecuali Sinjai) 

memaknai sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral 

sehingga kedua calon mempelai harus menjalankan berbagai ritual 

adat yang memiliki simbol-simbol yang bukan hanya sekedar 

simbol biasa akan tetapi terdapat pesan komunikasi yang tersirat di 

dalamnya dengan tujuan agar perkawinan berjalan lancar dan 

mendapat berkah dari Sang Maha Pencipta.  

 Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa 

perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan 

                                                             
 5 Ibid. 
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memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan 

damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat 

yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut 

terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan 

dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus 

diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari 

penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya 

akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga, dan kerabat 

yang bersangkutan.6 

   Istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut siala yang 

berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian 

perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang 

berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan. 

Sementara itu, melaksanakan upacara perkawinan dikenal dengan 

istilah mappabbotting dalam bahasa Bugis. Sebelum prosesi 

mappabbotting dilakukan, ada beberapa tahap yang harus dilalui 

oleh calon mempelai laki-laki, diantaranya ialah mammanu-manu‟ 

(penjajakan), madduta (meminang), mappaenre‟ doi‟ (memberikan 

uang belanja), dan mappaisseng (mengundang). Mammanu-manu‟ 

adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh calon mempelai 

laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk memastikan apakah 

gadis yang dipilihnya sudah ada yang mengikat atau belum. 

                                                             
 

6
 Tolib Setiady, 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia:Dalam Kajian Kepustakaan, 

Bandung: Alfabeta, hlm. 225. 
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Madduta adalah acara pinangan secara resmi oleh calon mempelai 

laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mappaenre‟ doi‟ 

adalah memberikan uang belanja kepada calon mempelai 

perempuan serta menentukan dan menyepakati hari pernikahan. 

Mappaisseng adalah memberitahukan sanak keluarga, tetangga, 

dan tokoh masyarakat terkait akan diadakannya acara perkawinan. 

   Islam memberikan pandangan yang dalam tentang 

pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup 

perorangan, rumah tangga dan umat. Oleh sebab itu, Islam 

memandang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar „aqad 

(perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab 

kabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. 

Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam 

perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan 

sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan 

memenuhinya, biar bagaimana juapun kesukaran rintangan yang 

dihadapi, perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai “suatu ikatan 

yang teguh” dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan 

menanggalkannya.7 Islam adalah agama yang tidak mempersulit 

juga tidak mempermudah-mudahkan (washatiyah), begitu pun 

dalam hal perkawinan. Islam telah memberikan jalan yang mudah 

bagi siapa saja yang ingin melaksanakan perkawinan, ketika syarat 

                                                             
 

7
 Titik Triwulan Tutik-Trianto, 2007, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: 

Prestasi Pustaka, hlm. 39. 
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dan rukun terpenuhi maka Islam memberikan lampu hijau bagi 

hamba-Nya untuk segera menunaikan perintah Allah. 

  Pelaksanaan perkawinan adat Bugis pada umumnya 

mensyaratkan doi‟ menre‟ (uang belanja) atau yang akrab dikenal 

dengan uang panai‟. Hampir seluruh daerah di Sulawesi 

mensyaratkan hal serupa. Uang ini diberikan oleh calon mempelai 

laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang kemudian 

digunakan untuk membiayai pesta perkawinan yang akan digelar. 

Uniknya perkawinan adat Bugis di daerah Sinjai, khususnya di 

Desa Saotengah tidak hanya mensyaratkan doi‟ menre‟ tetapi juga 

mensyaratkan doi‟ pallawa tana. Hal ini bahkan telah menjadi adat 

yang dipertahankan secara turun temurun hingga sekarang. hal ini 

telah menjadi ciri khas masyarakat adat Bugis di Desa Saotengah 

dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu penulis tertarik 

mengkaji apa sebenarnya esensi dari doi‟ pallawa tana ini yang 

kemudian dipertahankan masyarakat hingga hari ini. 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan doi‟ pallawa tana dalam pelaksanaan 

perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan 

Tellulimpoe Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana eksistensi keberlakuan doi‟ pallawa tana dalam 

pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai? 
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B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kedudukan doi‟ pallawa tana dalam 

pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk mengetahui eksistensi keberlakuan doi‟ pallawa tana 

dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini 

yang berkaitan mengenai doi‟ pallawa tana dalam 

pelaksanaan  perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah. 

b. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana 

Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) 

di Universitas Hasanuddin. 

b. Sebagai wadah bagi penulis untuk menyalurkan pemahaman 

yang sudah didapatkan selama menuntut ilmu di Fakultas 

Hukum dan mengaplikasikannya dalam bentuk karya imiah 

yang diharapkan kemanfaatannya untuk banyak pihak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat 

1. Proses Lahirnya Hukum Adat 

 Hukum adat, merupakan terjemahan dari adapt recht. 

Nomenklatur ini pertama kalinya diperkenalkan secara ilmiah 

oleh Prof. Dr.  Christian Snouck Hurgronje. Kemudian pada 

tahun 1893, Prof. Dr. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang 

berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai 

“adat recht‟‟ (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada 

satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup 

dalam masyarakat Indonesia. 

 Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh 

Cornelis van Vollenhouven yang dikenal sebagai pakar Hukum 

Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). 

 Menurut Van Vollenhouven (1918:10) Adatrecht merupakan 

nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu 

sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat 

yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun 

nomenklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia. 

 Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak 

orang yang hanya terdengar kata “adat” saja. Kata “adat” ini, 

sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. 
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Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari perkembangan hidup 

manusia, terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang 

diberi oleh Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus 

menerus dilakukan perorangan menurut Hilman (2003:1) 

menimbulkan “kebiasaan pribadi”. 

 Bila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan 

menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang 

satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula 

melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota 

masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat 

laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat 

adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok 

masyarakat lambat laun menjadikannya sebagai  adat yang 

harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga 

menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang 

diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat 

bersangkutan. 

 Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami 

pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara 

kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian 

perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk 

persekutuan hukum yang disebut sebagai persekutuan hukum 

adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem 
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pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu negara. Pada 

tingkatan kenegaraan, barulah menjelma menjadi sebuah hukum 

negara. Karena sifatnya tertulis, maka hukum negara tersebut 

menjadi hukum perundangan. 

 Dengan demikian proses kelahiran hukum adat cikal 

bakalnya dimulai dari suatu kebiasaan pribadi. Perkembangan 

selanjutnya terjadi karena adanya interaksi antar sesama 

manusia yang melahirkan peniruan sehinnga berkembang 

menjadi suatu kebiasaan. Dari situlah kemudian lahir menjadi 

adat sehingga membuahkan hukum. Inilah yang dimaksud oleh 

Hilman Hadikusuma (2003:2) sebagai alur pemberlakuan hukum 

adat yang dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan 

perilakunya sehingga kemudian berubah menjadi suatu 

kebiasaan. Dari kebiasaan berkembang menjadi adat dan 

selanjutnya menjadi hukum adat atau hukum rakyat.8 

2. Pengertian Hukum Adat  

 Pengertian hukum adat dapat dilihat dari pendapat beberapa 

sarjana hukum di bawah ini:9 

a. Menurut R. Soepomo, bahwa hukum adat adalah hukum 

non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan 

dan sebagian kecil hukum Islam. 

                                                             
 

8
 Suriyaman Mustari Pide, 2009, Hukum Adat : Dulu, Kini dan Akan Datang, Makassar: 

Pelita Pustaka, hlm. 3-6. 
 9 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 301. 
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b. Menurut A. Ridwan Halim, bahwa hukum adat adalah 

keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-

istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya 

merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya 

yang berbihneka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari 

ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa 

tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup 

masing-masing. 

c. Menurut Moh.Koesnoe menjelaskan, bahwa hukum adat 

adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-

nilai budaya rumpun bangsa ini yang sepanjang perjalanan 

sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. 

d. Menurut Hilman Hadikusumah, bahwa hukum adat adalah 

semua hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-

undangan yang tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat. 

e. Menurut Soerjono Wignjodipoero, bahwa hukum adat adalah 

suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada 

perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta 

meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar 

tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, 

karena mempunyai akibat hukum (sanksi). 
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 Apabila diperhatikan dari kelima pengertian hukum 

adat yang telah dikemukakan oleh kelima sarjana diatas, 

maka dapat diketahui beberapa unsur yang terkandung di 

dalamnya, yaitu: 

1. Hukum yang tidak tertulis. 

2. Berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia. 

3. Berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa 

Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu 

mengalami penyesuaian dengan keadaan (tumbuh dan 

berkembang di dalam masyarakat). 

4. Ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat 

hukum (sanksi). 

3. Sifat dan Wilayah Hukum Adat 

 Hukum adat mulai diperbincangkan yaitu pada tahun 1848 

yang pada waktu itu pemerintah Belanda membicarakan 

masyarakat Indonesia hidup di bawah hukumnya sendiri-

sendiri.10 Hukum adat sebagai suatu model hukum dari 

masyarakat rumpun suku bangsa melayu yang tidak 

terkodifikasi, dan merupakan pernyataan hukum dari budaya 

suku bangsa itu mempunyai beberapa sifat, yaitu konkret, supel, 

dan dinamis.11 

                                                             
 

10
 Rosdalina Bukido, 2017, Hukum Adat, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3. 

 11 Ibid., hlm.303. 
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 Konkret, maksudnya segala sikap tindak itu selalu dilakukan 

secara terang-terangan/nyata, dengan memakai tanda-tanda 

yang mengerti oleh para warga masyarakat lainnya dalam 

lingkungan hukum adat itu sendiri. 

 Supel, maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun 

dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan 

kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memerhatikan 

situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. 

 Dinamis, artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-

menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-

keputusan atau penyelesaian-penyelesain yang dikeluarkan 

oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui 

permusyawaratan. Dalam pepatah adat melayu, hal inipun telah 

dinyatakan pula “sekali air bah, sekalian tepian berubah”, 

maksudnya menjelaskan bahwa, hukum adat akan selalu 

bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. 

 Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai 

Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa 

lingkungan atau lingkungan adat (Adatrechtkringen). 

 Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhouven adalah 

yang pertama mencangangkan  gagasan seperti ini. 
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Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa 

dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu:12 

1.Aceh 2. Gayo dan Batak, 3. Nias dan sekitarnya, 4. 

Minangkabau, 5. Mentawai, 6. Sumatra Selatan, 7. Enggano, 8. 

Melayu, 9. Bangka dan Belitung, 10. Kalimantan (Dayak), 11. 

Sangihe-Talaud, 12. Gorontalo, 13. Toraja, 14. Sulawesi 

Selatan (Bugis/Makassar), 15. Maluku Utara, 16. Maluku 

Ambon, 17. Maluku Tenggara, 18. Papua, 19. Nusa Tenggara 

Timur, 20. Bali dan Lombok, 21. Jawa dan Madura, 22. Jawa 

Mataraman, 23. Jawa Barat (Sunda). 

 Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, 

sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Hukum adat mengenai tata negara. 

2. Hukum adat mengenai warga (hukum pertalian senak, 

hukum tanah, hukum perhutangan). 

3. Hukum adat mengenai delik (pidana). 

 Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai 

hukum adat yang berbeda karena pengaruh agama: Hindu, 

Budha, Islam, Kristen, dan sebagainya. Misalnya di Pulau Jawa 

dan Bali dipengaruhi agama Hindu, di Aceh dipengaruhi agama 

Islam, di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. 

Perbedaan itu juga bisa disebabkan karena kerajaan seperti 

                                                             
 12 Suriyaman, Op.Cit., hlm. 11 
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antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit, termasuk karena 

masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa. 

B. Hukum Perkawinan Adat 

1. Batasan Hukum Perkawinan Adat 

 Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ini adalah 

aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-

bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan 

dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum 

adat ini diberbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu 

sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, 

agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping, 

hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau 

pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor 

perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, adat 

istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.13 

2. Sistem Perkawinan Adat 

 Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu 

:14 

a. Sistem Endogami 

 Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin 

dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem 

                                                             
 13 Dewi Wulansari, 2012, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika 
Aditama,  hlm. 47. 

 14 Soerjono Soekanto,1992,  Intisari Hukum Keluarga, Bandung: Sitra Aditya Bakti,  

hlm.131-133 
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perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van 

Vollenhouven hanya ada satu daerah saja yang secara 

praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. 

 Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan 

lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu 

dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan 

meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat 

secara praktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak 

sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di 

daerah itu, yaitu parental. 

b. Sistem Exogami  

 Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan 

suku lain sendiri merupakan larangan. Namun demikian, 

seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat 

laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, 

sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada 

lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini 

dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, 

Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. 

c. Sistem Eleutherogami 

 Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem 

di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-
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keharusan. Eleuthrogami tidak mengenal larangan-larangan 

maupun keharusan-keharusan tersebut. 

 Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini 

adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan 

kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti 

kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan 

saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan 

kawin dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan 

ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai 

hampir diseluruh masyarakat Indonesia. 

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat 

Bentuk hukum perkawinan adat adalah : 

a. Perkawinan Jujur 

b. Perkawinan Semenda 

c. Perkawinan Bebas (Mandiri) 

d. Perkawinan Campuran 

e. Perkawinan Lari 

  Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih 

disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan 

atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing 

masyarakat adat Indonesia. 

  Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem 

kekerabatan “patrilineal‟‟, maka hukum perkawinan adat yang 
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berlaku adalah bentuk perkawinan “jujur”. Di daerah Batak 

disebut “mangoli”, “belekat” di Rejang, “nuku” di Palembang, 

“nagkuk, hibal” di Lampung. 

  Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem 

kekerabatan ”matrilineal” atau juga “patrilineal alternerend” 

(kebapakan beralih-alih) bentuk hukum perkawinan adat yang 

berlaku adalah bentuk perkawinan “semenda”. pada lingkungan 

masyarakat adat yang menganut sistem ”parental” atau 

“bilateral”, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah 

bentuk perkawinan “bebas mandiri”15 

 Masyarakat bilateral atau parental terbagi dalam dua kategori :16 

a. Bilateral macam di Jawa, yaitu bilateral yang terhimpun 

dalam kesatuan-kesatuan kecil yaitu keluarga, family, gezin. 

b. Bilateral macam di Kalimantan/Dayak, yaitu sistem bilateral 

yang terhimpun dalam unit-unit besar terdiri dari 12 sampai 

20 keluarga di dalam suatu rumah besar, disebut trible, 

rumpun atau kelompok. 

 Berikut penjelasan terkait bentuk-bentuk perkawinan 

di atas:17 

a. Perkawinan Jujur 

                                                             
 15 Ibid.  
 

16
 Bushar Muhammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita,  hlm. 

13. 
 17 Dewi Wulansari, Op.Cit., hlm. 52-63 
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 Yang dimaksud perkawinan jujur adalah bentuk 

perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”, 

di Gayo disebut “onjok”, di Maluku disebut “beli, wilin, di 

Timor disebut “belis”, di Batak disebut “tuhor”. 

Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada 

pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah 

Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, 

Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau 

barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah 

perkawinan si perempuan akan mengalihkan 

kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia 

mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau 

sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak 

untuk selama hidupnya. 

b. Perkawinan Semenda 

 Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di 

lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam 

rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. 

Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk 

perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon 

mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan 

pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan 

sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak 
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perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam 

ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. 

Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah 

kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya 

tergantung pada bentuk perkawinan semenda yang 

berlaku. 

c. Perkawinan Bebas (Mandiri) 

 Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini 

pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat 

yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan 

masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan 

Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang 

modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak 

banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah 

tangga. 

d. Perkawinan Campuran 

 Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah 

bentuk perkawinan yang terjadi antar suami dan istri 

yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau 

berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan 

campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum 

antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu 

hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan 
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dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya 

hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan 

terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam 

perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan 

jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga 

perkawinan campuran dapat dilaksanakan. 

e. Perkawinan Lari 

 Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan 

masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di 

kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, 

Makassar, dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan 

pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut 

terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. 

Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk 

perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan satu 

sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari 

dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau 

bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan 

perundingan kedua belah pihak.  

C. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari 

bahasa Arab yaitu nakaha yang mempunyai arti mengumpulkan, 
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saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi‟). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi 

menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) 

yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri 

antara seorang pria dengan seorang wanita.18 

 Dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan, bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.19 

2. Tujuan, Syarat dan Rukun Perkawinan 

 Perkawinan dimaksudkan, bukanlah hanya sekedar media 

untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan biologis semata, 

akan tetapi juga dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah (taqarrub ilallah), serta untuk mendapatkan 

keturunan, yaitu generasi manusia yang baik lagi berkualitas, 

bagi terwujudnya tertib masyarakat dan negeri yang baik, yang 

                                                             
 

18
 Ramulyo Mohd Idris, 2002, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 1. 

 
19

 Mokhammad Najih-Soimin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Press,  
hlm. 294. 
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diridhai oleh Allah subhanahu wa Ta‟ala. Karena itu perkawinan 

disyariatkan antara lain untuk tujuan berikut:20 

1. Memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, 

seperti dijelaskan oleh hadits Nabi shallallahu „alaihi wasallam:  

 “Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang telah 

mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu akan 

menundukkan mata dan memelihara kemaluan”. (HR. Bukhari 

dan Ibnu Mas‟ud). 

2. Memelihara langgengnya keberadaan manusia di muka bumi 

dengan berketurunan.21 

3. Menentramkan gejolak-gejolak jiwa, mendirikan rumah 

tangga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang 

merupakan cikal bakal terbentuknya masyarkat yang baik. 

4. Untuk media terwujudnya tolong menolong antara suami dan 

istri, dan saling berbagi untuk membangun sebuah keluarga 

yang bahagia. 

5. Mempertemukan dan memperkokoh ikatan antar keluarga 

untuk mewujudkan kebaikan yang lebih luas dalam 

masyarakat. Hal ini dimungkinkan, karena perkawinan pada 

dasarnya bukanlah hanya merupakan pertemuan antar dua 

                                                             
 20 Mustaming, 2015, Al-syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah 
Luwu, Yogyakarta: Deepublish,  hlm.62-65. 
 

21
 Lihat Al-Qur’an Surah An-Nahl:72 “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis 

kamu sendiri (jenis manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu…”. 
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orang laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dari kedua 

belah pihak. 

6. Untuk mewujudkan kepatuhan kepada Allah, dalam rangka 

mencari keridhaan-Nya. Karena perkawinan merupakan satu-

satunya media yang disediakan oleh Allah untuk 

menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, 

maka sebagai hamba yang taat maka kita tidak dibenarkan 

dan tidak akan mau menempuh jalan yang lain, yang tidak 

dibenarkan oleh Allah. 

 Selain itu, tujuan perkawinan adalah merupakan perintah 

Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi 

memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, 

dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, 

serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut.22 

 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa 

komponen yakni:23 

a. mempelai laki-laki/calon suami; 

b. mempelai wanita/calon istri; 

c. wali nikah; 

d. dua orang saksi; 

e. ijab kabul. 

                                                             
 22 Lihat Al-Qur’an Surah An-Nisa:3 “ maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai 
sebanyak dua, tiga, atau empat, jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi 
seorang saja atau budak yang kamu miliki”.  
 

23
 Abd. Somad, 2007, Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

Jakarta: Kencana, hlm. 263. 
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 Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan 

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun 

perkawinan tersebut di atas.24 

1. Syarat calon suami: 

a. bukan mahram dari calon istri; 

b. tidak terpaksa/kemauan sendiri; 

c. orangnya tertentu/jelas orangnya; 

d. tidak sedang menjalankan ihram haji. 

 Dalam pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 ditentukan juga 

bahwa calon suaminya minimum berumur 19 tahun. 

2. Syarat calon istri: 

a. tidak ada halangan hukum yakni: 

- tidak bersuami 

- bukan mahram 

- tidak sedang dalam iddah 

b. merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI 

disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, 

dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, 

lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti 

selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan 

tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka 

                                                             
 24 Ibid. 
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perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) 

KHI). 

c. jelas orangnya 

d. tidak sedang berihram haji 

e. pasal 6 i/74 + KHI 

3.  Syarat wali 

a. laki-laki; 

b. baligh; 

c. waras akalnya; 

d. tidak dipaksa; 

e. adil; 

f. tidak sedang ihram haji 

4. Syarat saksi-saksi 

a. laki-laki; 

b. baligh; 

c. waras akalnya; 

d. dapat  mendengar dan melihat; 

e. bebas, tidak dipaksa; 

f. tidak sedang mengerjakan ihram; 

g. memahami yang digunakan untuk ijab kabul. 

5. Syarat-syarat ijab Kabul 

a. dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah 

pihak(pelaku akad dan penerima akad dan saksi); 
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b.singkat hendaknya menggunakan ucapan yang 

menunjukkan waktu lampau atau salah seorang 

menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau 

sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu 

yang akan datang. 

D. Karakteristik Perkawinan Adat Bugis 

1. Sistem Perkawinan Adat Bugis 

 Dalam sistem perkawinan adat Bugis, terdapat perkawinan 

ideal dan perkawinan yang dilarang. 

 Menurut Mattulada ada tiga jenis perjodohan ideal 

berdasarkan seajing (kerabat) dalam masyarakat Bugis.25 

a. Assialang Marola (perjodohan bangsawan) yaitu 

perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari 

pihak ayah (Ambo, Petta) maupun dari pihak ibu (Indo). 

b. Assialang Memeng (perjodohan yang semestinya) yaitu 

perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik 

dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. 

c. Ripaddeppe’ Mabelae (mendekatkan yang jauh) yaitu 

perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari 

pihak ayah maupun dari pihak ibu. 

 Adapun perkawinan-perkawinan yang dilarang dan dianggap 

sumbang (salimara‟), yaitu:26 

                                                             
 

25
 Muhammad Huzain, dkk., 2016, Sipakatau Konsepsi Etika Masyarakat Bugis, 

Yogyakarta: Deepublish, hlm. 61. 
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a. Perkawinan antara anak dengan ibu/ayah; 

b. Perkawinan antara saudara sekandung; 

c. Perkawinan antara menantu dan mertua; 

d. Perkawinan antara paman/bibi dengan kemenakan; 

e. Perkawinan antara kakek/nenek dengan cucu. 

2. Prosesi Adat dalam Perkawinan Suku Bugis 

 Pada masyarakat suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, 

upacara perkawinan dilakukan begitu sistematis berdasarkan 

adat istiadat dan warisan leluhur masyarakat setempat. Mulai 

dari pemilihan jodoh, meminang, sampai acara pelaksanaan 

dan setelah perkawinan, dilalui dengan etika dan cara-cara 

ritual.27 Berikut tahapan-tahapan dalam perkawinan suku Bugis: 

1) A’jagang-jagang/Ma’manu-manu’ yaitu penyelidikan 

secara diam-diam oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk 

mengetahui latar belakang pihak calon mempelai 

perempuan.28 

2) Ma’duta yaitu setelah kunjungan resmi pertama untuk 

mengajukan pertanyaan secara tidak langsung dan halus, 

apabila keluarga perempuan menyambut baik niat kunjungan 

pertama dari pihak laki-laki, maka kedua pihak menentukan 

                                                                                                                                                                       
 26 http://watipuspitasari.blogspot.co.id/2011/04/kebudayaan-suku-bugis.html,diakses 
tanggal 22 Februari 2018, pukul 13.35 WITA. 
 27 Wahyuni, 2018, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial : Pertautan Agama, Budaya, 
dan Tradisi Sosial, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 40. 
 

28
 Suka-dunia-blogspot.com/2014/10/adat-perkawinan-suku-bugis-makassar.html, 

diakses tanggal 22 November 2018 pukul 01.00 WITA. 

http://watipuspitasari.blogspot.co.id/2011/04/kebudayaan-suku-bugis.html
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hari untuk mengajukan lamaran (ma‟duta) secara resmi. 

Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, 

status, kekerabatan, dan kedua calon mempelai diteliti lebih 

jauh, sambil membicarakan sompa dan jumlah uang antaran 

(dui‟ menre‟) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk 

biaya pesta perkawinan pasangannya, serta hadiah 

persembahan kepada calon mempelai perempuan dan 

keluarganya. Setelah semua persyaratan ini disepakati, 

ditentukan hari pertemuan guna mengukuhkan 

(ma‟pasiarekkeng) kesepakatan tersebut.29 

3) Ma’ppettu Ada yaitu memutuskan dan meresmikan segala 

hasil pembicaraan yang diambil pada waktu pelamaran 

dilakukan, dalam bahasa Bugis dinamakan 

“mappasiarekkeng” seperti uang belanja, leko, maskawin, 

hari akad nikah, dan lain-lain sebagainya. Jika di Bone 

mappettu ada ini dilaksanakan dalam bentuk dialog antara 

juru bicara pihak pria dengan juru bicara pihak perempuan.30 

Adapun yang dibicarakan dalam rangkaian acara mappettu 

ada adalah sebagai berikut : 

a. Tanra Esso, yaitu penentuan acara puncak atau hari 

pesta pernikahan sangat perlu mempertimbangkan 

                                                             
 29 Ali Akbarul Falah, 2009, Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda 
Wenni Pammulang dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumba Sulawesi Selatan, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 55. 
 

30
 Abdul Kadir Ahmad, 2001, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, 

Makassar: Indobis, hlm. 140. 
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faktor, seperti waktu-waktu yang dianggap luang bagi 

keluarga.31 

b. Doi‟ Menre‟ atau uang belanja, yaitu suatu pemberian 

berupa harta benda atau uang dari pihak laki-laki kepada 

pihak perempuan yang besarnya diukur sesuai dengan 

kesepakatan bersama.32 

c. Leko (seserahan), yaitu bawaan atau seserahan yang 

diantar sewaktu pelaksanaan akad nikah.33 

d. Sompa (Mahar), yaitu pemberian berupa uang atau harta 

dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga 

perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut 

ajaran Islam.34 Orang Bugis termasuk suku yang tidak 

kaku dalam penetapan mahar. Namun saja ada 

pertimbangan status yang kadang digunakan untuk 

persetujuan mahar.35 

e. Persyaratan lainnya. 

4) Mappaenre’ Balanca yaitu iring-iringan dari kelompok pria 

dan wanita, muda-mudi, dan keluarga pihak laki-laki dalam 

rangka membawa uang belanja, serta berbagai macam kue 

                                                             
 31 Andi Nurnaga, 2001, Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis, Makassar: Telaga 
Zamzam, hlm. 18. 
 32 Ginanjar Prayoga, 2016, Tinjauan Hukum Islam Trhadap Doi’ Menre’ Dalam 
Perkawinan Adat Bugis, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, hlm. 26. 
 33 Ibid., hlm. 24. 
 

34
 Ibid., hlm. 23. 

 
35

 Ismail Suardi Wekke, dkk., 2018, Islam dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan 
Beragama, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, hlm. 67. 
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dan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati pada 

waktu mappettu ada saat meminang.36 

5) Madduppa atau Mappaisseng yaitu pemberitahuan kepada 

semua kerabat tentang perkawinan yang akan dilaksanakan. 

Biasanya madduppa atau mappaisseng ini sekaligus sebagai 

undangan.37 

6) A’gaukeng yaitu upacara keramaian. Zaman dahulu acara 

pernikahan dimulai di rumah pihak perempuan, kemudian di 

rumah pihak laki-laki (hal ini masih berlaku sampai 

sekarang).38 

7) Manre’alena yaitu upacara mengantar pengantin laki-laki 

dengan arak-arakan keluarga ke rumah pengantin 

perempuan untuk akad nikah (akad). Biasanya sebelum 

akad nikah diserahkan semua kesepakatan-kesepakatan 

yang telah disepakati termasuk sompa atau mahar.39 

3. Doi’ Pallawa Tana dalam Perkawinan Adat Bugis 

1. Pengertian Doi‟ Pallawa Tana  

  Doi‟ pallawa tana berasal dari bahasa Bugis yang 

terdiri dari tiga kata, doi‟, pallawa, dan tana. Jika 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya uang 

penghalang tanah. Maksudnya uang yang berfungsi untuk 

                                                             
 36 Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm. 63. 
 

37
 Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm 63. 

 
38

 Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm 63. 
 39 Muhammad Huzain, Op.Cit., hlm 63. 
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membuka penghalang bagi seorang laki-laki memasuki 

wilayah Kepala Dusun tempat tinggal calon istri atau 

perempuan yang akan dipinangnya. Dengan kata lain, 

diartikan sebagai uang yang berfungsi untuk memperoleh 

izin memasuki wilayah. Adapun yang dimaksud dengan doi‟ 

pallawa  tana adalah sejumlah uang yang harus diberikan 

oleh calon mempelai laki-laki kepada Kepala Dusun calon 

mempelai perempuan sebagai syarat dalam melangsungkan 

perkawinan yang jumlahnya telah ditentukan dan disepakati 

oleh Kepala Dusun bersama tokoh adat, tokoh masyarakat 

dan pihak calon mempelai laki-laki pada saat prosesi 

mappettu ada. 

2. Tujuan Doi‟ Pallawa Tana 

   Adapun tujuan dari doi‟ pallawa tana yaitu sebagai 

bentuk penghormatan kepada Kepala Dusun selaku 

penguasa  kampung yang senantiasa membantu dan 

mengayomi masyarakat. 

 

 

  

 

 


